Menimbang

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

bahwa dalam rangka tertib, dan efektifitas administrasi
penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan
nomenklatur Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun
2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29
Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan
perkembangan organisasi dan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

Mengingat ...
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomorl4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang — Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1636);

7. Peraturan ....
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1636);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009
tentang Pedoman Tata naskah dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432) ;

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Tingkat II
Tasikmalaya Nomor PER91/I/DPRD/1971 tentang
Lambang Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan  Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan ....
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16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
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11.

Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,
penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang
digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

12. Arsip ...



12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

-5-

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan @ diterima oleh
lembaga  negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangandalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu
tertentu.

Format adalah susunan dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan
lambang negara, logo dan stempel dinas.

Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau
nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas
kertas.

Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang
menunjukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang
ditempatkan dibagian atas sampul surat;

Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar
burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lambang Daerah adalah gambar/huruf sebagai identitas Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan
tinggi dalam jangka waktu lama.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:

1. Jenis dan format naskah dinas;

2. Pembuatan naskah dinas;
3. Penandatanganan naskah dinas; dan
4. Pengelolaan Naskah Dinas.

BAB III

ISI DAN URAIAN
Pasal 3

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29
Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1(satu) Maret 2018.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

\\

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

. ABD Z(ODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 71



